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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN    

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN 

PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN 

JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH 
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MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk meningkatkan cakupan kepesertaan 

program jaminan sosial, perlu dilakukan penyesuaian 

batas usia kepesertaan khususnya bagi peserta bukan 

penerima upah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan    perubahan 

atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 
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Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada 

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap 

Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima 

Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5481); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5714); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5730); 
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http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/40TAHUN2004UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2011/24TAHUN2011UU.htm

